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melintasi Selat Malaka dari Barat ke Timur setiap 
tahon.' Justru itu Selat Malaka sangat penting 
kepada kestabilan ekonomi dunia khususnnya 
negara Amerika Serikat, Jepang, China dan negara- 
negara lain di Asia Tenggara. Hampir satu perlima 
perdagangan dunia melalui Selat Malaka. 
Antara negara-negara yang sangat 
berkepentingan dalam sistem navigasi di Selat 
Malaka adalah Jepang. Sebanyak 90% dari impor 
minyak mentah yang penting bagi industri negara 
tersebut yang berasal dari Teluk Parsi diangkut 
melalui Selat Malaka. Sehingga tahun 1958 tidak 
A. Pendahuluan 
1. Latar Belakang 
Selat Malaka merupakan sebuah selat yang 
membentang sejauh 805 kilometer di antara 
perairan Malaysia dengan Pulau Sumatera.2 Selat 
Malaka mendapat nama setelah Kerajaan Malaka 
menguasai kepulauan ini antara tahun 1414 sampai 
1511.3 Selat Malaka juga merupakan sebuah selat 
yang paling sibuk di dunia,' kapal-kapal yang 
melintasi Selat Malaka mencapai 600 kapal dalam 
satu hari dari berbagai ukuran dan kecepatannya.5 
serta kira-kira 50.000 kapal kargo dan kapal minyak 
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2. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 
normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu 
meneliti peraturan perundang-undangan yang 
menyangkut dengan lintas transit di Selat Malaka, 
dengan kata lain melihat hukum dari aspek normatif. 
Dalam pendekatan yuridis normatif, hukum 
dikonsepsikan sebagai norma, kaedah, azas atau 
dogma-dogma. Penelitian yuridis normatif 
dilaksanakan melalui studi kepustakaan, yaitu 
penelaahan terhadap bahan pustaka. Setidaknya 
yang termasuk dalam pendekatan yuridis normatif 
adalah sejarah hukum, perbandingan hukum dan 
filsafat hukum.9 
Data yang terkumpul akan dianalisis secara 
kualitatif dengan penekanan kepada substansi dari 
data yang diperoleh setelah diolah, kemudian 
ditafsirkan secara logis dan sistematis, sehingga 
dalam penelitian ini akan dilakukan analisis yuridis 
normatifnya seberapa mungkin terbuka peluang 
bermaksud memasuki atau meninggalkan suatu 
negara selat dengan mematuhi peraturan undang- 
undang negara tersebut. Keadaan yang lebih 
penting lagi bahwa negara selat dan negara 
pengguna laut dalam melaksanakan peraturan- 
peraturan yang ada dalam UNCLOS 1982 berguna 
untuk melakukan pelayaran dengan aman di selat. 
Bagian Ill UNCLOS 1982 wajar dikaji 
berdasarkan undang-undang tersebut tidak spesifik 
mengenai lintas transit dan hak-hak serta tanggung 
jawab-tanggung jawab Malaysia dan Indonesia 
yang berbatasan dengan Selat Malaka. Seperti 
dalam Pasal 37 yang hanya memasukkan ZEE dan 
laut lepas saja dalam lintas transit. Sedangkan 
dalam prakteknya ada beberapa selat yang memiliki 
perairan wilayah. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di 
atas, maka yang perlu diteliti yaitu tentang 
pentingnya pembentukan undang-undang tentang 
lintas transit di Selat Malaka bagi Indonesia dan 
Malaysia Berdasarkan UNCLOS 1982, sehingga 
bertujuan agar tidak membebankan serta memberi 
keadilan kepada negara-negara selat termasuk 
Indonesia dan Malaysia. 
ada masalah yang timbul semasa menggunakan 
Selat Malaka, tetapi setelah itu Jepang 
menggunakan supertankers untuk menghemat 
biaya dalam mengangkut minyaknya. Lintasan yang 
dilakukan oleh supertankers di Selat Malaka 
membahayakan kedudukan perairan negara- 
negara selat dari segi pencemaran dan biaya 
pembersihan tumpahan minyak. Dapat 
diperhitungkan dan dinilai betapa besamya biaya 
yang akan menimpa negara-negara selat bila 
terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan 
supertankers seberat 200.000 dead weight tonnage 
(dwt). Dari tahun 1971 hingga akhir tahun 1985 
tercatat sebanyak 350 kecelakaan terjadi baik 
kecelakaan besar maupun kecelakaan kecil dalam 
bentuk kapal terkandas atau pelanggaran.1 Menurut 
kajian hidrografi yang dilakukan, bahwa terdapat 
kedangkalan yang kurang dari 23 meter di sekitar 
Selat Malaka. Sedangkan kapal-kapal yang melalui 
Selat Malaka mempunyai berat hingga 200.000 dwt 
yang bisa menyebabkan kapal tersebut terkandas.8 
Selat Malaka di kelilingi oleh beberapa negara 
selat (Strait State), antaranya ialah Indonesia, 
Malaysia, Singapura dan Thailand yang pada 
dasamya juga terjadi bagian-bagian laut teritorial, 
zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif masing- 
masing negara tersebut. Oleh karena itu, negara- 
negara pengguna laut (user states) dalam melintasi 
Selat Malaka akan melalui bagian-bagian laut 
tersebut yang disebut dengan lintas damai dan lintas 
transit. 
Pengaturan tentang lintas terhadap kapal- 
kapal di Selat Malaka terkandung dalam United 
Nations Convention on The Law of The Sea 
(UNCLOS 1982). Dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa 
"pengaturan bagi selat yang digunakan untuk 
pelayaran internasional di antara satu bagian laut 
lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian 
laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. 
Dalam Pasal 38 (2) juga dinyatakan bahwa lintas 
transit berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran 
dan penerbangan untuk tujuan transit yang terus 
menerus dan secepat mungkin antara satu bagian 
laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan 
bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif 
lainnya, memungkinkan pula bahwa lintas tersebut 
MMH, Ji/id 42 No. 4 Oktober 2013 
475 
berlebihan kiranya akan dikaji juga dengan teori 
kedaulatan negara untuk memperluas daya analisis 
terhadap permasalahan pentingnya pembentukan 
undang-undang tentang lintas transit di Selat 
Malaka bagi Indonesia dan Malaysia Berdasarkan 
UNCLOS 1982. Kedaulatan ialah kekuasaan 
tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk 
secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai 
kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum lnternasional." Dalam 
teori kedaulatan negara Jellineck dan Paul Laband 
menyatakan bahwa negara terjaji karena kodrat 
alam, demikian pula kekuasaan yang ada, karena itu 
kekuasaan dianggap ada sejak lahimya suatu 
negara.15 
Kedaulatan memiliki dua pengertian, yaitu 
kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. 
Kedaulatan ke dalam mengandung pengertian 
bahwa pemerintah (negara) berhak mengatur 
segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan 
negara lain. Sedangkan Kedaulatan ke luar 
mengandung pengertian bahwa pemerintah 
(negara) berhak mengadakan hubungan atau kerja 
sama dengan negara lain untuk kepentingan bangsa 
dan negara.16 Jadi, negara berdaulat adalah negara 
yang mempunyai kekuasaan ke dalam dan ke luar. 
Sehingga kedaulatan keluar sebuah negara 
berhak untuk mengadakan hubungan dengan 
negara lain untuk kepentingan negaranya. Dalam 
hal ini negara selat juga mempunyai hak untuk 
mengatur lalu lintas kapal di selat, namun tidak boleh 
bertentangan dengan hukum internasional. 
Selat bukanlah suatu istilah, dan selat juga 
tidak dinyatakan secara detail definisinya di dalam 
UNCLOS 1982. Selat yaitu bagian yang sempit di 
perairan yang menghubungkan dua laut atau dua 
buah badan air yang besar," Menurut E. D. Brown, 
selat ialah sebuah batasan yang membelah bagian 
air laut dan menghubungkannya dengan dua bagian 
laut yang besar atau sebuah batasan lintasan yang 
menghubungkan dua bagian laut lepas." Dapat di 
definisikan pula secara umum bahwa: A strait or 
Muhammad Nasir, Pentingnya Pembentukan Undang-Undang Lintas Transit 
3. Kerangka Teori 
Jika ditinjau dari sejarah hukum laut 
internasional, kebutuhan untuk menyusun suatu 
teori hukum tentang status antar negara daripada 
laut menyebabkan ahli-ahli hukum Romawi 
biasanya mencari penyelesaian hukumnya 
didasarkan atas asas-asas dan konsepsi-konsepsi 
hukum Romawi. kebutuhan untuk memberikan 
dasar teoritis bagi klaim kedaulatan atas laut oleh 
negara-negara ini antara lain menimbulkan 
beberapa teori, diantaranya adalah teori yang 
dikemukakan oleh Bartorus dan Baldus, mereka 
meletakkan dasar bagi pembagian dua daripada laut 
yakni bagian laut yang berada di bawah kekuasaan 
kedaulatan negara pantai dan bagian laut yang 
bebas daripada kedaulatan siapapun." Jadi teori ini 
hanya membagi laut menjadi dua yaitu laut teritorial 
dan laut lepas. 
Selain itu, Hugo Grotius pada zamannya juga 
mengemukakan asas kebebasan di laut juga 
menjadi dua, yaitu laut tertutup (mare clausum) dan 
laut bebas (mare liberium).11 Pemikiran Hugo Grotius 
mengenai laut Mare Liberum ialah memandang 
bahwa pemanfaatan lingkungan laut berdasarkan 
konsepsi the freedom of the sea. Pendapat ini 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
"pelayaran internasional" bagi perdagangan. 
Mengenai perikanan, Grotius mempunyai 
pandangan yang sejalan dengan konsep kebebasan 
di laut lepas. Perikanan harus terbuka bagi semua 
orang, hal ini didasarkan pada pendapat bahwa laut 
merupakan sumber kekayaan.12 Selain teori di atas, 
Pontanus mengajukan sebuah teori sebagai 
penengah daripada teori di atas dengan membagi 
laut dengan dua bagian yaitu laut yang berdekatan 
dengan pantai dapat jatuh di bawah kedaulatan 
negara pantai, sedangkan di luar itu laut bersifat 
bebas.13 
Jika dihubungkan dengan teori di atas tidak 
bagi Indonesia dan Malaysia untuk membentuk 
undang-undang lintas transit di Selat Malaka. 
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1982. Adapun kedaulatan negara ialah otoritas 
tertinggi bagi sebuah negara untuk melaksanakan 
pelbagai tindakan yang perlu baik di dalam 
neqaranya atau wilayah kedaulatannya, 
berdasarkan undang-undang negaranya atau 
hukum lnternasional." Dasar hukum otoritas suatu 
negara atas suatu wilayahnya ialah merupakan 
sebuah kedaulatannya dan kemerdekaanya. 
Kedaulatan sebuah negara termasuk melindungi 
wilayahnya, kepentingan negaranya dan menjaga 
semua aktivitas di wilayah tersebut. Kesimpulannya, 
kedaulatan negara bermaksud mempunyai hak dan 
otoritas untuk mengatur atau melaksanakan 
undang-undangnya sendiri. 
Selat Malaka merupakan selat yang sibuk 
dengan pelbagai kapal dan sempit, karena 
membawa arti penting sebagai sebuah jalan laut 
ekonomi internasional" yang selalu menjadi 
perhatian masyarakat internasional. Selat Malaka 
sememangnya bukan merupakan sebuah selat 
yang digunakan untuk pelayaran internasional tetapi 
merupakan sebuah selat yang "normally used for 
international navigation•.'15 Negara-negara selat 
yang berbatas dengan Selat Malaka ialah Malaysia, 
Indonesia dan Singapura telah membuat sebuah 
deklarasi bersama dalam menjaga keamanan di 
Selat Malaka sebagai tanggung jawab mereka". 
Sewajarnya sebuah selat internasional, yang 
bertanggung jawab dalam keselamatan pelayaran 
intemasional ialah komunitas intemasional. 27 
Dalam hukum laut intemasional, rezim undang- 
undang di Selat Malaka sebagai sebuah selat yang 
digunakan untuk pelayaran internasional terdapat 
dalam Pasal 34 (1) UNCLOS 1982, secara jelas 
dikatakan bahwa setiap pelayaran intemasional 
tidak boleh melanggar kedaulatan dan hak 
kedaulatan daripada negara selat. Walaupun 
pelayaran di Selat Malaka tidak boleh dihalangi dan 
ditutup berdasarkan Pasal 38 { 1) dan Pasal 44 
UNCLOS 1982, lintas transit pula harus tetap 
mematuhi kedaulatan dan hak kedaulatan daripada 
negara selat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 
B. Hasil dan Pembahasan 
Kedaulatan sebuah negara pantai mempunyai 
dua jenis kedaulatan, yaitu: sovereignty rights dan 
sovereign rights2' seperti yang telah disebutkan di 
dalam UNCLOS 1982. Sovereignty rights ialah 
merupakan hak kedaulatan penuh sebuah negara 
pantai, ia biasanya terjadi di laut teritorial dan sama 
juga dengan di darat, sedangkan sovereign rights 
ialah hak kedaulatan terbatas negara pantai yang 
berlaku di luar laut teritorial seperti ZEE dan zona 
tarnaahan." Adapun pengaturan Pasal tersebut 
terkandung dalam Pasal 2, 34, 47 dan 49 UNCLOS 
straits is a na"ow, navigable channel of water that 
connects two larger navigable bodies of water. It 
most commonly refers to a channel of water that lies 
between two land masses, but it may also refer to a 
navigable channel through a body of water that is 
otherwise not navigable, for example because it is 
too shallow, or because it contains an unnavigable 
reef or archipelago. 19 
Beberapa definisi di atas dapat diterima 
sebagai sebuah istilah dalam pelayaran di selat 
yang digunakan bagi pelayaran intemasional bagi 
negara selat dan negara pengguna laut. Adapun 
Selat Malaka sejak diumumkan konsep negara 
kepulauan bagi Indonesia, ramai penulis-penulis 
mempersoalkan status Selat Malaka, baik di 
Indonesia dan Malaysia ataupun di luar negara.Ada 
yang menyatakan supaya Selat Malaka dijadikan 
sebagai selat internasional, ada yang meminta 
pengawasan Selat Malaka disponsori oleh pihak 
luar negara, rezim lintas damai, rezim lintas transit 
dan lain-lainnya. 
Menurut George, kapal selam juga boleh 
dianggap sebagai kapal peranq." Dalam Pasal 14 
(6) Konvensi Perairan Wilayah 1958 menyatakan 
bahwa kapal selam dalam melakukan pelayaran 
harus melakukan pelayaran di atas permukaan laut 
dan menunjukkan bendera kapal ketika mereka 
melakukan pelayaran lintas damai di perairan 
wilayah. 
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Oleh karena itu, seluruh kepulauan Indonesia 
menjadi satu kesatuan wilayah, dan seluruh 
perairan yang terletak di sebelah pantai dari garis 
perairan wilayah tersebut adalah wilayah Republik 
Indonesia, Salah satu konsekuensi dari berlakunya 
Undang-undang Nomor. 4 Prp. Tahun 1960 tersebut 
adalah bahwa beberapa bagian dari perairan yang 
dahulunya laut lepas kini telah menjadi laut teritorial 
Indonesia atau perairan pendalaman Indonesia. 
Demikian juga keadaannya dengan perairan di Selat 
Malaka. 
Oalam bulan Agustus 1969 pemerintaah 
Malaysia telah mengumumkan bahwa jarak laut 
teritorialnya dilebarkan menjadi 12 mil yang diukur 
dari garis-garis dasar yang ditetapkan menurut 
ketentuan-ketentuan Konvensi Genewa 1958 
mengenai perairan wilayah dan zona tambahan. 
29Maka timbullah persoalan di manakah letaknya 
garis batas laut teritorial masing-masing negara di 
Selat Malaka yang sempit, yaitu di bagian Selat 
Malaka yang jarak antara garis-garis dasar 
Indonesia dan garis-garis dasar Malaysia adalah 
kurang dari 24 mil. Ketegasan garis batas ini amat 
diperlukan oleh pemerintah kedua negara, terutama 
untuk dapat memberikan ketentuan di laut teritorial 
masing-masing. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di 
atas, maka diadakanlah perundingan antara kedua 
pemerintah di Jakarta dalam bulan Februari hingga 
Maret 1970, perundingan tersebut telah 
menghasilkan perjanjian antara Republik Indonesia 
dan Malaysia mengenai penetapan garis batas laut 
teritorial kedua negara di Selat Malaka. 
lsi daripada perjanjian tersebut adalah bahwa 
garis batas laut teritorial Indonesia dan laut teritorial 
Malaysia di Selat Malaka yang sempit, yaitu di selat 
yang lebar antara garis dasar kedua belah pihak 
kurang dari 24 mil, adalah garis tengah, yaitu garis 
yang menghubungkan titik-titik yang sama jaraknya 
dari garis-garis dasar kedua belah pihak. 30 
lsi Perjanjian ini adalah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1 (2) dari Undang-undang RI 
Nomor 4 Prp. Tahun 1960 berkenaan dengan hal di 
atas yang menyatakan bahwa "jika ada selat yang 
Muhammad Nasir, Penlingnya Pembentukan Undang-Undang Untas Transit 
1. Pelaksanaan Undang-Undang Indonesia 
Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 
dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 
Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. 
Sehubungan dengan itu berdasarkan undang- 
undang tersebut Indonesia telah menerima semua 
peraturan yang ada dalam UNCLOS 1982 secara 
keseluruhan. Oalam Pasal 1 UU RI No. 17/1985 
dinyatakan bahwa "Mengesahkan United Nations 
Convention on the Law of the Sea (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum 
Laut), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa 
lnggris dilampirkan pada Undang-undang ini." 
Undang-undang ini juga sangat ringkas yaitu hanya 
terdiri dari dua Pasal saja, artinya menerima 
keseluruhan daripada UNCLOS 1982. 
Adapun undang-undang Indonesia yang lain 
yang dianggap berhubungan dengan lintas transit di 
Selat Malaka yaitu Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 Tentang "Perjanjian 
antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai 
Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara 
di Selat Malaka". Undang-undang ini pula sang at 
menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan lintas 
transit di Selat Malaka. 
Sejak pelaksanaan Undang-undang No. 4 Prp. 
Tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia, maka 
lebar perairan wilayah Indonesia menjadi 12 mil, 
diukur dari garis-garis dasar yang merupakan garis- 
garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar 
dari pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang 
terluardalamwilayah lndonesia." 
38 (2) UNCLOS 1982. Indonesia dan Malaysia 
merupakan negara-negara selat yang harus 
membuat undang-undang mengenai lintas transit 
untuk menjaga keselamatan pelayaran di Selat 
Mal aka. 
Indonesia dan Malaysia merupakan dua buah 
negara pantai yang berbatas dengan selat. Oleh 
karena itu, Indonesia dan Malaysia juga mempunyai 
beberapa aturan hukum domestikya mengenai 
negara selat yang digunakan bagi pelayaran 
internasional. 
28 Penjelasan umum Undang-undang Republ k Indonesia Nomor 2 taoon 1971 mengenal Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan 
Garis Balas LautWllayah Kedua Negara di SelatMalaka. 
29 Penjelasan umum Undang-undang Republlk Indonesia Nomor 2 taoon 1971 mengena1 Perjanjian antara Republ1k Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan 
Garis Batas Laut Wllayah Kedua Negara d, Sela! Mal aka. 
30 Penjelasan umum Undang-undang Republik lndonesta NOITlO( 2 laoon 1971 mengenai Pe~anjian anlara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan 
Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka. 
kapal terbang yang dalam bahaya atau kesulitan. 
Selain itu juga kebanyakan Pasal-Pasal yang 
terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 1996 menerima UNCLOS 1982. 
Namun mengenai lintas transit pula dalam bagian Ill 
Pasal 20 UU RI No. 6 Tahun 1996. Pasal 20 (1) UU 
RI No. 6 Tahun 1996 menyatakan bahwa "Semua 
kapal dan kapal terbang asing mempunyai 
kebebasan naigasi dan penerbangan semata-mata 
untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung, 
serta secepat mungkin melalui laut teritorial 
Indonesia di selat antara satu bagian laut lepas atau 
ZEE Indonesia dan bagian laut lepas atau ZEE 
Indonesia lainnya. 
Pasal ini juga tidak berbeda dengan definisi 
lintas transit yang terdapat dalam Pasal 37 UNCLOS 
1982. Lintas transit dilaksanakan mengikuti 
peraturan dalam UNCLOS 1982. Tldak ada 
perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1996 dengan UNCLOS 1982. Adalah didapati 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 1996 juga tidak mengatur mengenai batasan 
yang dikenakan kepada kapal-kapal asing yang 
melanggar lintas transit. 
Sedang dalam Undang-undang Nomor 23 
Tahun 1997 mengenai Lingkungan Hidup, Pasal 20 
(1) mengatur tanpa suatu keputusan izin, setiap 
orang dilarang melakukan pembuangan limbah31 ke 
lingkungan di wilayah Indonesia. Pembuangan 
limbah ini termasuk dalam perairan wilayah 
Indonesia. Dalam Pasal 20 (2) juga dinyatakan 
setiap orang dilarang membuang limbah yang 
berasal dari luar wilayah Indonesia ke media 
lingkungan hidup Indonesia. Pelanggaran 
pengaturan seperti terkandung dalam Pasal 34 (1) 
setiap perbuatan melanggar undang-undang 
pencemaran dan melakukan kerusakan lingkungan 
yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau 
lingkungan, pencemarperlu membayarganti rugi. 
Hukuman dalam Undang-undang Nomor 23 
Tahun 1997 diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 48. 
Pasal 41 (1) menyatakan barang siapa yang secara 
melawan hukum dengan sengaja melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam 
478 
luasnya tidak melebihi 24 mil dan negara Indonesia 
tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka 
garis batas laut teritorial Indonesia ditarik pada 
tengah selat." Di sisi lain pula, garis batas laut 
teritorial tersebut sesuai pula dengan garis batas 
landas kontinen antara kedua negara di Selat 
Malaka yang mulai berlaku sejak bulan November 
1969. Dengan demikian maka dapatlah dikatakan 
bahwa perjanjian penetapan garis batas laut 
teritorial ini telah memperkuat Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 4 Prp. Tahun 1960, 
sekurang-kurangnya untuk bagian dari Selat Malaka 
yang diatur di dalam Perjanjian tersebut. 
Pelaksanaan UU RI No. 2Tahun 1971 menunjukkan 
bahwa di Selat Malaka ada bagian-bagian laut yang 
tidakada ZEE. 
Kemudian dalam Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan 
Indonesia ada beberapa pengaturan yang 
membincangkan mengenai lintas di laut teritorial, 
namun sedikit pengaturan yang membincangkan 
mengenai lintas transit. Dalam Pasal 11 (1) UU RI 
No. 6 tahun 1996. Mengenai hak lintas bagi kapal- 
kapal asing, seperti lintas damai bahwa semua 
kapal-kapal asing baik kapal negara yang 
mempunyai pantai maupun kapal dari negara yang 
tidak mempunyai pantai boleh melakukan lintas 
damai di perairan Indonesia, baik di laut teritorial 
maupun di perairan kepulauan. 
Definisi lintas damai pula lebih kurang sama 
dengan yang terdapat dalam Pasal 45 UNCLOS 
1982, misalnya mengenai lintas kapal melalui laut 
teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk 
keperluan tersebut tanpa memasuki perairan 
pedalaman atau berhenti sementara, dan melayari 
ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di 
tempat berlabuh di tengah laut atau di fasilitas 
pelabuhan berkenaan. Lintas damai sebagaimana 
yang dimaksud dalam peraturan ini ialah lintas 
damai oleh kapal-kapal asing yang harus terus- 
menerus dan langsung serta secepat mungkin, 
termasuk berhenti atau berlabuh sepanjang 
navigasi yang normal, atau atas keperluan karena 
keadaan memaksa, mengalami masalah teknik, 
memberi bantuan kepada orang lain, kapal atau 
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31 Umbah adalah sisa suatu kegiatan. Sedangkan bahan berbahaya dan beraam adalah setiap bahan yang karena s1fat dan Jumlahnya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusakkan alam. kesehalan dan kehldupan maoosla serta makhluk hk!up lain; adapun llmbah berbahaya 
dan beracun adalah sisa keglatan yang mengandung bahan berbahaya atau beraa1n yang karena s.fat atau konsentraslnya atau jumlahnya, balk secara 
langsung maupun tidak langsung, dapa1 mencemarlcan atau menssakkan alam atau dapat membahayakan atam, keslhatan, kehidupan manusia serta makhluk 
hid up lain (sumber: Pasal 1 (16 dan 17) Undang-tlndang Nomor 23 Tahun 1997). 
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2. Pelaksanaan Undang-Undang Malaysia 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
bahwa sejauh manakah Malaysia telah membuat 
undang-undang mengenai pengaturan yang 
berkaitan dengan lintas transit. Ada beberapa 
undang-undang Malaysia yang ada hubungannya 
dengan perairan Selat Malaka, yaitu Akta Kualiti 
Alam Sekeliling 1974 (Akta 127), Ordinan Kapal 
Dagang 1952, Akta Kapal Dagang (Pencemaran 
Minyak) 1994 dan Akta Zona Ekonomi Eksklusif 
1984 (Akta 311 ). 
kepulauan dan jika tidak memenuhi kewajiban 
tersebut dapat dikenakan eksekusi sesuai dengan 
peraturan dalam perundang-undangan yang ada di 
Indonesia. Dalam beberapa Pasal dalam Undang- 
undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai lingkungan 
hidup juga terdapat beberapa peraturan yang 
mengatur hukumannya seperti Pasal 41 hingga 
Pasal 48 undang-undang tersebut. 
Dapat dirumuskan bahwa Indonesia sebagai 
negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 telah 
melaksanakan tanggung jawabnya dalam 
memasukkan peraturan-peraturan UNCLOS 1982 
ke dalam peraturan undang-undang negara 
Indonesia. Indonesia telah mengatur hak lintas bagi 
kapal asing di perairan Indonesia, hak lintas damai, 
hak lintas alur laut kepulauan dan juga hak akses 
serta komunikasi. Namun begitu hak lintas transit 
belum dilaksanakan dalam peraturan pemerintah 
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai perairan 
Indonesia. Di dalam undang-undang ini tidak 
mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat 
diterapkan apabila terjadi pelanggaran. Sedangkan 
di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
2002 sebagai aturan pelaksana, tidak mengatur 
mengenai hak dan kewajiban kapal perang maupun 
kapal pemerintah yang digunakan untuk tujuan 
bukan komersial. Di dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 36 Tahun 2002 hanya mengatur hak dan 
tanggung jawab kapal dan kapal terbang. Hak dan 
tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara 
kepulauan tidak ada pengaturan negara, meskipun 
sudah diamanatkan oleh UNCLOS 1982. 
Pengaturan mengenai hak lintas transit belum ada 
maka sebaiknya negara Indonesia sebagai negara 
selat perlu bertindak membuat undang-undang 
terebut. 
Muhammad Nasir, Penlingnya Pembentukan Undang-Undang Untas Transit 
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun 
dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). Dalam Pasal 41 (2) jika tindak 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang mati atau Iuka berat, pelaku 
tindak pidana diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun dan denda paling 
banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh 
juta rupiah). 
Menurut Pasal 43 (1) Barang siapa yang 
dengan melanggar ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang 
zat, energi, dan/atau komponen lain yang 
berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke 
dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air 
permukaan, melakukan impor, ekspor, 
memperdagangkan, mengangkut, menyimpan 
bahan tersebut, menjalankan instalasi yang 
berbahaya, padahal mengetahui atau sangat 
beralasan untuk menduga bahwa perbuatan 
tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup atau membahayakan 
kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam 
dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan 
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah). Undang-undang ini berlaku baik di 
wilayah daratan Indonesia, wilayah udara maupun di 
perairan wilayah Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat 
terhadap beberapa peraturan undang-undang 
domestik Indonesia, bahwa didapati belum dibuat 
peraturan mengenai lintas transit di Selat Malaka 
yang sifatnya mempunyai hukuman yang tegas 
terhadap negara-negara pengguna laut yang 
menyalahi undang-undang, undang-undang 
domestik Indonesia hanya mengatur hak dan 
tanggung jawab kapal asing dalam melakukan lintas 
damai di perairan Indonesia. 
Namun begitu, ada beberapa peraturan 
Indonesia yang mempunyai hukuman dalam lintas 
damai saja, antaranya ialah dalam Pasal 10 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2002 mengenai Hak dan Kewajiban Kapal 
Asing dalam ~~"·aksanakan Lintas Damai melalui 
Perairan lndoneaa yang menyatakan bahwa kapal 
asing wajib menmast setiap iuran yang dibebankan 
kepadanya berhubungan dengan layanan khusus 
yang diberikan i<epadanya sewaktu melaksanakan 
lintas oamai melalui laut teritorial dan perairan 
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32 Ak1a Kualrtl Alam Sekerning 1974 terpakal di Malays.a, mengandung1 antaranya mengatur mengenal batasan pencemaran udara, batasan pencemaran bunyl 
blsing, batasan pencemaran tanah, pencemaran peralran daratan, melepaskan minyak ke dalam perairan Malaysia, melepaskan limbah ke dalam perairan 
Malaysia dtlarang, larangan alas pembakaran letbuka dan lalrHalll. 
33 Seksyen 3Akta Kuallti Alam Sekelding, 197 4. 
34 Seksyen2AktaKualitiAlamSekelalng, 1974. 
35 Seksyen2AktaKualitiAlamSekeliling, 1974. 
36 Wan Siti Adibah Wan Dahalan, Tumpahan M111yak Berpunca Dan KapaJ.kapa/ yang Me/ayaral Perairan Malaysia. Satv Ka}1an Pemakaian Undang-undang 
Malaysia, Pasca Sldang Perantarabangsaan Melayu Serumpon. Kearah Kegemilangan Be!Sama d1 Urwersrti Indonesia, 2008, him. 9. 
37 Ibid, him. 9. 
Terdapat pengaturan dalam Pasal 28 mengenai 
pembelaan jika seseorang dituduh dengan Pasal 27 
yaitu jika dibuktikan pelepasan atau penumpahan 
minyak antaranya: 
a. bagi maksud menjamin keselamatan vesal; 
b. bagi maksud menyelamatkan nyawa manusia; 
c. akibat kerusakan vesal dan segala langkah yang 
munasabah telah dilakukan untuk menghindari, 
menghentikan atau mengurangkan 
pertumpahan itu. 
Kemudian Ordinan Kapal Dagang 1952 ialah 
ordinan yang mengatur mengenai pencemaran 
minyak dari kapal yang melayari perairan Malaysia. 
Dalam bagian VA, Ordinan Kapal Oagang 1952, 
mengatur mengenai pencemaran dari kapal-kapal. 
Ordinan ini digunakan di antaranya kepada 
a. kapal-kapal yang didaftarkan di Malaysia; 
b. kapal yang dikeluarkan izinnya dibawah Ordinan 
ini atau di bawah Ordinan Kapal Dagang 1960 
bagi Sabah atau Serawak; 
c. kapal-kapal yang bukan didaftarkan di Malaysia 
tetapi berada dalam perairan Malaysia. 
Dalam Pasal 3060, "Di mana minyak atau 
bahan-bahan berbahaya dilepaskan atau Ketua 
Pengarah Jabatan Marin berpuas hati bahwa 
minyak dan bahan-bahan merbahaya kemungkinan 
dilepaskan dari kapal, untuk tujuan menghalangi 
atau mengurangkan pencemaran di perairan, di 
pesisiran pantai dan terumbu karang Malaysia, 
Ketua Pengarah Jabatan Marin setelah berunding 
dengan Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling 
mengirim peringatan kepada pemilik kapal untuk 
mengambil tindakan yang berkaitan dengan kapal 
atau cargo. Seterusnya pengaturan dalam Pasal 
306F, pemilik kapal tersebut jika tidak mematuhi 
peringatan akan dikenakan denda tidak melebihi RM 
50,000 setiap 24 jam bagi kegagalan mematuhi 
peringatan tersebut. 
Akta Kapal Dagang (Pencemaran Minyak) 1994 
(seperti pindaan 2005), Akta ini berkenaan 
tanggungan bagi pencemaran minyak yang 
dilakukan oleh kapal-kapal dagang.37 Prinsip umum 
bagi akta ini, setiap kejadian minyak yang 
Akta Kua Ii ti Alam Sekeliling (AKAS), 197 4 (Akta 
127) ialah akta yang berhubungan dengan 
mencegah, menghapus, mengawal pencemaran 
dan memperbaiki lingkungan. AKAS ialah akta yang 
agak komprehensif di dalam menjaga dan 
melindungi lingkungan di Malaysia.32 Akta ini dibuat 
oleh Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling dari 
Jabatan Alam Sekitar Malaysia.33 Untuk memberi 
gambaran jelas mengenai pengaturan tumpahan 
minyak dari kapal, tafsiran mengenai perkataan- 
perkatan yang berkaitan akan diberikan. AKAS 
memberi tafsiran mengenai "minyak" sebaqai:" 
a. minyak mentah, minyak diesel, minyak bahan 
bakardan minyakpelumas, dan 
b. serta jenis lain minyak yang ditetapkan oleh 
Menteri. 
"Campuran mengandungi minyak" artinya 
sesuatu campuran dengan berbagai kandungan 
minyak yang ditentukan oleh Menteri atau jika 
kandungan minyak itu tidak ditentukan, sesuatu 
campuran dengan kandungan minyak sebanyak 
seratus bagian atau lebih dalam satu juta bagian 
campuran itu.36 Sedangkan kapal "kapal" termasuk 
tiap-tiap jenis perahu atau pulau terapung. "perairan 
Malaysia" juga mempunyai arti perairan wilayah 
Malaysia sebagaimana yang ditentukan menurut 
Ordinan Nomor 7 (kuasa-kuasa per1u) Oarurat, 
1969, dalam Pasal 150(2), Malaysia telah 
memanjangkan jarak perairan wilayah dari 3 mil 
kepada 12 mil. lni berarti pengaturan-pengaturan 
dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling hanya digunakan 
dan terbatas sejauh dari garis dasar laut Malaysia 
hingga 12 mil saja.36 
Pengaturan yang berkaitan dengan tumpahan 
minyak dari kapal yang melayari perairan Malaysia 
AKAS 197 4 ialah seperti terdapat dalam Pasal 27, 
"tiada seorangpun boleh melainkan jika telah 
diizinkan, melepaskan atau menumpahkan apa-apa 
minyak atau campuran yang mengandungi minyak 
ke dalam perairan Malaysia. Seseorang yang 
melakukan kesalahan dapat dikenakan denda tidak 
lebih daripada RM 500,000 atau penjara tidak lebih 
dari daripada 5 tahun penjara atau kedua-duanya". 
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C. Simpulan 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa peraturan di Indonesia dan Malaysia dalam 
lintas transit masih terbatas dan belum ada 
peraturan secara khusus mengenai lintas transit. 
Tidak banyak perbedaan dengan pemakaian 
peraturan dalam UNCLOS 1982 yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Dalam 
substansi undang-undang yang ada belum diatur 
mengenai ketentuan pidana dalam lintas transit. 
Begitu juga dengan Malaysia belum membuat 
sebuah perundangan mengenai lintas transit secara 
khusus maupun ketentuan pidana mengenai lintas 
transit tersebut. Tetapi setidaknya Indonesia dan 
Malaysia perlu membentuk undang-undang 
domestik mengenai lintas transit dan 
memperjuangkan kembali hak dan tanggung jawab 
negara selat ke komunitas intemasional. 
dilepaskan atau pelepasan dari kapal, pemilik kapal 
bertanggung jawab kepada kerusakan pada 
pencemaran dalam kawasan perairan Malaysia. 
Pemilik kapal juga bertanggung jawab kepada 
kerusakan pada pencemaran yang terjadi di 
kawasan perairan negara.38 Dari beberapa 
peraturan di atas belum di dapati peraturan yang 
khusus mengenai lintas transit di Selat Malaka. 
Dilihat dari ketentuan-ketentuan Indonesia dan 
Malaysia, kedua negara ini belum mengatur secara 
khusus mengenai lintas transit di Selat Malaka. 
Tidak berlebihan kiranya ketika disimpulkan bahwa 
penunjukan kedaulatan kedua negara kepada 
negara-negara pengguna laut di Selat Malaka 
sangat penting. Oleh karena itu, sangat 
dimungkinkan bagi kedua negara untuk membentuk 
undang-undang lintas transit yang pada dasamya 
Pasal 42 (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa 
"dengan tunduk pada ketentuan bagian ini, negara 
yang berbatasan dengan selat dapat membuat 
peraturan perundang-undangan yang bertalian 
dengan lintas transit melalui selat..." dengan 
demikian terbukalah peluang kedua negara untuk 
membentuk undang-undang lintas transit di Selat 
Malaka. 
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